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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan pertama dari hasil analisis dengan menggunakan metode 

yuridis normatif terkait dengan peran Komisioner KPK pada undang-undang 

nomor 30 Tahun 2002 dan undang-undang nomor 19 Tahun 2019 adalah telah 

terjadi perubahan yang mendasar. Beberapa perubahan tersebut adalah adanya 

Dewan Pengawas yang tugasnya mengawasi tugas dan wewenang Komisioner 

KPK. Perubahan lain adalah bahwa Komisioner KPK harus meminta izin 

Dewan Pengawas bilamana hendak mengadakan penyelidikan dan 

penyidikan. Undang-undang nomor 19 tahun 2019 menyebutkan juga bahwa 

Komioner KPK adalah Aparatur Sipil Negara. Hal ini tidak disebutkan pada 

undang-undang nomor 30 Tahun 2002. Unsur yang melemahkan bila status 

Komisioner KPK sebagai Aparatur Sipil Negara akan membuka peluang 

Komisioner KPK diintervensi dalam menjalankan tugasnya, sebab bila terjadi 

kasus yang melibatkan pejabat Negara, maka Departemen Dalam Negeri 

dapat mengintervensi pegawainya, termasuk Komisioner KPK, untuk 

mengikuti kebijakan pemerintah. 

 

Kesimpulan kedua terkait dengan independensi KPK, telah terjadi 

perubahan mendasar antara undang-undang nomor 30 Tahun 2002 dan 

undang-undang nomor 19 Tahun 2019. Perubahan pada independensi nampak 

pada keharusan mendapatkan izin bila Komisioner KPK hendak mengadakan 

penyelidikan dan penyidikan. Keharusan meminta izin dari Dewan Pengawas 

akan berdampak pada larinya tersangka ke luar negeri. Keharusan meminta 
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izin membuka peluang bahwa izin tersebut tidak akan dikeluarkan bila 

melibatkan pejabat Negara yang berpengaruh. Hal ini akan mengganggu 

prosen penegakan hukum. Hal positif dari keharusan mendapatkan izin yaitu 

bahwa wewenang Komisioner KPK dibatasi sehingga tidak akan memiliki 

wewenang mutlak yang cenderung ke sifat otoriter yang pada akhirnya akan 

merugikan penegakan hukum itu sendiri dan juga pelanggaran hak asasi 

manusia. Orang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui mekanisme 

pengadilan. 

KPK, pada undang-undang nomor 19 Tahun 2019, tidak memiliki 

independensi pada dirinya untuk melaksanakan penanggulangan kasus 

korupsi secara langsung maupun tidak langsung bila terdapat indikasi adanya 

tindak pidana korupsi. 

 

 

B. Saran 

 

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis terkait 

dengan perubahan tugas dan wewenang Komisioner KPK. Pertama perlu 

peninjauan kembali peran Dewan Pengawas untuk menjamin tugas 

Komisioner KPK tidak terganggu dalam menjalankan penyelidikan dan 

penyidikan. Terkait dengan peraturan meminta izin disarankan supaya adanya 

ketentuan yang membedakan tindakan penyelidikan dan penyidikan mana 

yang harus meminta izin dan mana yang dapat langsung dieksekusi oleh 

Komisioner KPK untuk menjaga dan menjamin tidak akan terjadi 

penghilangan barang bukti atau tersangka melarikan diri. 

Saran terkait dengan independensi KPK adalah perlu dipertegas lagi 

mengingat banyak perubahan yang terjadi pada undang-undang nomor 19 

Tahun 2019 yang justru melemahkan independensi KPK seperti adanya 

Dewan Pengawas dan penerapan status Komisioner KPK sebagai pegawai 
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negeri sipil. Independensi juga dapat ditingkatkan dengan mengurangi 

penyaringan penerimaan anggota KPK dari kalangan lembaga negara untuk 

menghilangkan keterkaitan calon Komisioner KPK dengan instansi dimana 

dia bekerja sebelumnya. Hubungan hirarki dan sub-ordinasi di lembaga 

Negara cukup kuat dan akan mempengaruhi Komisioner KPK bila handak 

menyelidiki mantan pimpinannya di lembaga Negara yang terkana kasus 

hukum.   
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